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LAMPIRAN 

Pengguna Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta 

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 

2019-kuartal II/2020 mencatat, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 

196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 

lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari provinsi Jawa Barat, 

yakni 35,1 juta orang. Posisi itu disusul Jawa Tengah dengan 26,5 juta orang. Lalu 

Jawa Timur, jumlah dengan 23,4 juta orang. Sementara, jumlah pengguna internet 

di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta orang dan di Banten mencapai 9,98 juta 

orang. Adapun, jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta orang. Survei 

APJII melalui kuesioner dan wawancara terhadap 7.000 sampel, dengan tingkat 

toleransi kesalahan (margin of error) 1,27%. Riset dilakukan pada 2-25 Juni 2020. 
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Penetrasi Penggunaan Internet Tahun 2018 

 

 
 

 

Kontribusi Penetrasi Internet per Wilayah dari  Total Penetrasi 2019-2020 
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Lampiran BAB V – Biaya Marketing (Per Bulan) 
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Lampiran BAB V – Marketin Target 
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Lampiran BAB V – Sales Revenue 

 

 
 

 

Lampiran BAB V- Valuasion Revenue 
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Lampiran BAB V- Comparabel User Unik 
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Lampiran BAB V – Revenu Arena Corner 
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Lampiran BAB V – Valuasion Revenu 

 

 

 
 

Lampiran BAB V – Comparable Valuasion User Unic 

 

 
 

 

 

 

 

 



146 

 

Lampiran BAB VI - Tahapan Pendirian PT. Arena Corner 

 

Alur Tahapan Keterangan 

Pengajuan Nama  

Perseroan 

Terbatas 

• Pengajuan nama didaftarkan oleh Notaris melalui Sistem  

Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) 

Kemenkumham  

melalui sistem online. 

Pembuatan Akta  

Perusahaan 

• Permohonan pendirian Perseoran Terbatas dapat diajukan  

kepada Notaris dengan  

• membawa kelengkapan data anggaran dasar perusahaan 

dan  

pesyaratan yang dibutuhkan untuk dibuatkan Akta Pendirian  

Perseroan Terbatas.  

• Notaris akan membuat notulen atau salinan anggaran dasar  

Perseroan Terbatas yang sama isinya dengan Akta Pendirian  

untuk ditandatangani. Pada tahap ini pada pendiri atau kuasa  

• dapat melakukan koreksi kepada Notaris jika terdapat 

kesalahan  

dalam penulisan.  

• Notaris akan membuat dan mengeluarkan Akta Otentik 

yaitu  

Akta Pendirian Perseroan Terbtas yang ditandatangani dan  

dibubuhi stempel oleh Notaris.  

• Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Perseroan  

Terbatas kemudian diajukan oleh Notaris kepada Notaris  

kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai 

Badan  

Hukum sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007  

tentang Perseroan Terbatas.  

• Perseroan Terbatas mendapatkan status sebagai Badan 

Hukum  

setelah mendapatkan pengesahan dengan dikeluarkannya 

SK  

Menteri Hukum dan HAM RI. 

SK Pengesahan  

Akte Pendirian  

Perusahaan Dari  

Departemen  

Hukum dan  

HAM 

• SK Menteri Hukum dan HAM RI atas Akte Pendirian 

biasanya  

diurus oleh notaris tempat dimana Akta Pendirian 

perusahaan  

dibuat. 

Surat  

Keterangan  

Domisili  

Perusahaan 

• Surat Permohonan pembuatan SKDP yang ditujukan 

kepada  

Kasatlak PTSP Kelurahan dan ditanda tangani Direktur 

Utama  

perusahaan dan melengkapi berkas – berkas yang diminta.  

• SKDP dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan dengan  

ditandatangani oleh Lurah dan pada umumnya diketahui dan  

ditandatangai oleh Kecamatan. 
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NPWP 

Perusahaan 

• Mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya 

meliputi  

tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan  

usaha Wajib Pajak  

• Persyaratannya meliputi fotokopi Akta Pendirian 

Perusahaan  

beserta SK Menteri Hu 

Surat Izin Usaha  

Perdagangan  

(SIUP) 

• SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi 

Pemerintah  

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Kota/Wilayah.  

• SIUP diberikan kepada para pengusaha baik perorangan, 

Firma,  

CV, PT, Koperasi, BUMN, dan sebagainya. 

Tanda Daftar  

Perusahaan 

(TDP) 

• TDP (Tanda Daftar Perusahaan) adalah daftar catatan 

resmi  

sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan wajib 

daftar  

perusahaan sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 

3  

Tahun 1982 yakni tentang “WAJIB DAFTAR  

PERUSAHAAN”.  

• Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama perusahaan 

masih  

beroperasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun 

Penyelenggara  

Sistem 

Elektronik  

(PSE) 

• PSE (Penyeleggara Sistem Elektronik) adalah kegiatan  

mendaftarkan website/aplikasi ke Kominfo. Hal ini sesuai  

dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 

mengenai  

Penyelenggara Sistem Elektronik.  

• Persyaratannya meliupti Akta Pendirian Perushaan, SKDP,  

NPWP, Identitas Penanggung Jawab, Profil Penyelenggara,  

TDP, Gambaran Teknis Sistem Elektronik, Nama Domain,  

Lokasi Server di Indonesia. 

Pengajuan  

Pengusaha Kena  

Pajak (PKP) 

• Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha / bisnis /  

perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  

(BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang  

dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan 

Undang- 

undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan  

perubahannya.  

• Persyaratannya meliputi bukti sewa, foto ruangan tempat 

usaha,  

peta lokasi, spesimen penandatangan faktur, daftar harta  

(inventaris kantor), laporan keuangan (necara, laba rugi), 

SPT  

tahunan terakhir. 
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Berita Negara 

Republik 

Indonesia 

Berita Negara adalah koran atau media resmi yang 

diterbitkan  

Pemerintah Indonesia untuk mengumumkan peraturan  

perundang-undangan dan pengumuman resmi lainnya.  

• Penerbitan Berita Negara dan Tambahan Berita Negara  

merupakan penerbitan berita resmi pemerintah Republik  

Indonesia yang otentik dan isinya dapat dijadikan referensi 

bagi  

negara dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan  

bernegara. 
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Lampiran BAB VI – Biaya Operasional (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VI – Service Blue Print
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Lampiran BAB VII – Biaya SDM (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VII– Beban Sumber Daya Manusia (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VIII – Biaya Keuangan (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VIII - Laporan Laba Rugi (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VIII - Laporan Neraca (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VIII - Laporan Cash Flow (Per Bulan) 
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Lampiran BAB VIII – Analisa Kelayakan Investasi (Per Bulan) 
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Rasio Keuangan 

 

 
 

Laporan Modal 
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